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ABSTRACT 

The trading system using the internet, hereinafter referred to as e-commerce, has changed 

the face of business in Indonesia. Not only caused by the growth of data technology, e-

commerce was born on the demands of citizens for fast, easy and instant services via the 

internet, residents have a wider range of motion in selecting products (objects and services) 

that they want to use, of course with various quality and quantity. match what you want. E-

Commerce is business activities involving consumers (consumers), manufactures 

(manufactures), service providers and intermediaries using computer networks, namely the 

internet. Buying and selling transactions through e-commerce, will usually be preceded by a 

sale offer, purchase offer and purchase acceptance. Before that it was possible to bid 

online.Buying and selling is a form of trade that has long existed in society. According to 

Article 1457 KUHper Sale and Purchase is an agreement in which one party binds himself to 

surrender the property rights to an object while the other party pays the price that has been 

promised. Along with technological advances, buying and selling can be done through 

Electronic Media, namely Internet Media. As for the problem in this thesis is how the validity 

of buying and selling via the internet according to the law of the agreement, how are the 

legal aspects of buying and selling goods through the internet and consumer protection, what 

legal remedies can be taken for consumers who are harmed related to buying and selling 

transactions via the internet( e- commerce). The type of research used in this study is a 

normative sah research method with the informasi used areJ primary informasi and 

supported by secondary informasi with informasi collection methods using the Library 

Research method.The validity of the sale and purchase agreement through electronic 

transactions (online stores) above is in line with Article 1320 of the Civil Code concerning 

the terms of the agreement. Before the enactment of Law No. 11 of 2008 concerning 

Electronic Data and Transactions, which is also known as the ITE Law. Activities related to 

e-commerce are regulated in various laws and regulations such as Law No. 12 of 2002 

concerning Copyright, Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2001 concerning Patents, 

Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2001 concerning Trademarks, Law of the 

Republic of Indonesia Nomor. 36 of 1999 concerning Telecommunications, Law of the 

Republic of Indonesia Nomor. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and others. In an 

effort to respond to legal developments related to buying and selling through the internet, the 

Government has issued Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and 

Transactions, considering that national development is a continuous process that must 

always be responsive to the various dynamics that occur in the world. Public. 
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ABSTRAK 

Sistem perdagangan dengan menggunakan fasilitas internet, yang berikutnya diucap e- 

commerce sudah mengganti wajah bisnis di Indonesia. Tidak hanya diakibatkan oleh 

terdapatnya pertumbuhan teknologi data, e- commerce lahir atas permintaan warga terhadap 

pelayanan serba kilat, gampang serta instan lewat internet warga memilki ruang gerak yang 

lebih luas dalam memilah produk (benda serta jasa) yang hendak dipergunakan pastinya 

dengan bermacam mutu serta kuantitas cocok dengan yang di idamkan. E- Commerce ialah 

kegiatan/aktivitas bisnis yang menyangkut konsumen (consumers)002C manufaktur 

(manufactures), service providers perantara (intermediaries) dengan mengenakan jaringan 

computer (computer networks) yakni internet. Metode jual beli lewat e- commerce, umumnya 

hendak didahului oleh penawaran jual, penawaran beli serta penerimaan beli. Sebelum itu 

bisa jadi terjalin penawaran secara online. Jual Beli yakni salah satu bentuk perdagangan 

yang telah lama ada didalam masyarakat. Untuk Pasal 1457 KUHper Jual Beli ialah suatu 

Perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri buat menyerahkan hak milik suatu 

kebendaan kebalikannya pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Bersamaan 

dengan kemajuan teknologi, Jual Beli bisa dicoba lewat Media Elektronik ialah Media 

Internet. Ada pula yang jadi kasus dalam skripsi ini merupakan Bagaimanakah Keabsahan 

Jual Beli lewat Internet Bagi Hukum Perjanjian, Bagaimanakah Aspek Hukum Tentang 

Transaksi Jual Beli Benda Lewat Internet serta Proteksi Konsumen, Apakah upaya hukum 

yang bisa dicoba untuk konsumen yang dirugikan terpaut dengan transaksi jual beli lewat 

internet. Tipe riset yang dipergunakan dalam riset ini merupakan tata cara riset hukum 

normatif dengan informasi yang digunakan merupakan informasi primer serta di dukung oleh 

informasi sekunder dengan tata cara pengumpulan informasi memakai tata cara Library 

Research. Keabsahani perjanjiani juali belii lewati transaksii elektronik(i onlinei shop)i 

diatasi merupakani disinkronkani dengani pasali 1320i KUHi Perdatai tentangi syarat-i 

syarati perjanjian.i Sebelumi disahkannyai Undang-Undangi Nomori 11i tahuni 2008i 

Tentangi Informasii dani Transaksii Elektroniki yangi disebuti jugai dengani UUi ITE.i 

Kegiatan/aktivitasi yangi berhubungani dengani e-i commercei diaturi dalami berbagaii 

peraturani perundang-i undangani semacami Undang-i Undangi No.i 12i tahuni 2002i 

tentangi Haki Cipta,i Undang-i Undangi RIi No.i 14i tahuni 2001i tentangi Pateni Undang-i 

Undangi RIi No.i 15i tahuni 2001i Tentangi Merek,i Undang-i Undangi RIi No.i 36i tahuni 

1999i tentangi Telekomunikasi,i Undang-i Undangi RIi No.i 8i tahuni 1999i tentangi 

Perlindungani Konsumen,i dani lain-i lain.i Dalami upayai menyikapii perkembangani 

hukumi terpauti dengani jual-i belii melaluii internet,i Pemerintahi telahi menciptakani 

Undang-i Undangi RIi No.i 11i Tahuni 2008i tentangi Informasii dani Transaksii Elektronik,i 

menimbangi jikai pembangunani nasionali ialahi suatui prosesi yangi berkelanjutani yangi 

harusi senantiasai mengertii terhadapi berbagaii dinamikai yangi terjalini dii masyarakat. 

Kata Kunci : Konsumen, Transaksi Elektronik, Jual Beli 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemakaian internet selaku media 

perdagangan terus meningkat dari tahun ke 

tahun, Mengenai ini disebabkan karena 

berbagai manfaat yang didapat oleh 

industri maupun konsumen dengan 

melakukan transaksi melalui internet. Di 

Indonesia telah mulai penggunaannya oleh 

sebagian industri yakni ecommerce 

maupun yang lebih dikenal dengan E- 

Commerce.  

E- commerce pada dasarnya yakni 

suatu kontak transaksi perdagangan antara 

penjual dan pembeli dengan mengenakan 

media internet. E- commerce 

membolehkan kemudahan dalam 

bertransaksi antar pebisnis ataupun antara 

pebisnis dengan konsumen di Indonesia 

serta pula di luar Indonesia. E- commerce 

membolehkan pebisnis di Indonesia 
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menjalakan ikatan bisnis dengan mitranya 

di luar negara. Demikian pula 

kebalikannya, konsumen di Indonesia 

dengan gampang memperoleh benda 

ataupun jasa yang di idamkan dari luar 

negara. Transaksi dalam e- commerce 

mayoritas dicoba secara online, baik antar 

pebisnis ataupun antara pebisnis dan 

konsumennya. 

Bersumber pada kajian tersebut yang 

hendak diteliti ialah yang berkaitan dengan 

relevansi peraturan perundang- undangan 

yang sudah ada dengan kebutuhan hendak 

peraturan dalam transaksi jual beli melalui 

internet. Buat itu diambil judul“ Aspek 

Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Di 

Kaji Bagi Hukum Perjanjian” 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan diatas, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana keabsahan jual beli melalui 

internet menurut hukum perjanjian ? 

2. Bagaimanakah aspek hukum tentang 

transaksi jual beli benda lewat internet 

serta proteksi konsumen ? 

3. Buat mengenali apakah upaya hukum 

yang dapat dicoba buat konsumen yang 

dirugikan terpaut dengan transaksi jual 

beli melalui internet( e- commere) ? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkani permasalahani yangi telahi 

dikemukakani makai tujuani yangi hendaki 

dicapaii dalami penelitiani inii adalahi :i  

1. Untuki mengetahuii bagaimanai 

keabsahani juali belii melaluii 

interneti menuruti hukumi perjanjian. 

2. Untuki mengetahuii bagaimanakahi 

aspeki hukumi tentangi transaksii juali 

belii barangi lewati interneti dani 

perlindungani konsumen. 

3. Untuki mengetahuii apakahi upayai 

hukumi yangi bisai dicobai untuki 

konsumeni yangi dirugikani terpauti 

dengani transaksii juali belii lewati 

interneti (e-i commere) 

 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini 

dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum 

khususnya, hukum perdata. 

2. Khasiat instan hasil riset bisa 

digunakan buat: 

a. Selaku pedoman serta masukan 

untuk pemerintah, majelis hukum 

serta praktisi hukum dalam 

memastikan kebijakan serta 

langkah- langkah buat 

menuntaskan perkara- perkara 

menimpa aspek perjanjian jual beli 

yang dikaji dari internet. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Perjanjian  

 Istilah Sebutan perjanjian, pastinya 

tidaklah perihal yang asing lagi buat 

didengar oleh kuping kita. Menimpa 

perjanjian diatur dalam Pasal 1313 

KUHPerdata yang melaporkan kalau: 

Sesuatu perjanjian merupakan sesuatu 

perbuatan dimana satu orang ataupun lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain ataupun lebih. Bagi syarat pada Pasal 

1457 KUHPerdata, yang dimaksud dengan 

Perjanjian jual- beli ialah: 

 

“ Suatu persetujuan dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya buat 

menyerahkan sesuatu benda serta pihak 

yang lain buat membayar harga yang 

dijanjikan” 

Penafsiran Jual Beli 

Jual-i belii (bagii B.i W)i merupakani 

sesuatui perjanjiani bertimbali baliki 

dalami manai pihaki yangi satui (sangi 

penjual)i berjanjii buati menyerahkani haki 

kepunyaani atasi sesuatui benda,i lagii 

pihaki yangi lain-i nya(i sangi pembeli)i 

berjanjii buati membayari hargai yangi 

terdirii atasi sebagiani duiti selakui 

imbalani darii perolehani haki kepunyaani 

tersebut. 

 

Dalami pasali 1458i BWi yangi berbunyi: 
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“i Juali belii dikirai telahi terjalini antarai 

keduai belahi pihaki tiba-i datangi sehabisi 

merekai menggapaii setujui tentangi 

bendai sertai harga,i walaupuni bendai itui 

belumi diserahkani ataupuni biayanyai 

belumi dibayar.” 

 

3. METODE PENELITIAN  

1. Tipei Penelitian 

Spesifikasii studii yangi digunakani 

ialahi studii yuridisi normatifi dengani 

pertimbangani jikai titiki tolaki studii 

analisisi terhadapi peraturani perundang-i 

undangani KUHPerdata,i Undang-i 

Undangi RIi Nomor.i 12i Tahuni 2002i 

Tentangi Haki Cipta,i Undang-i Undangi 

RIi Nomor.i 15i Tahuni 2001i Tentangi 

Merk,i Undang-i Undangi RIi Nomor.i 36i 

Tahuni 1999i Tentangi Telekomunikasi,i 

Undang-i Undangi RIi Nomor.i 8i Tahuni 

1999i Tentangi Telekomunikasi,i Undang-

i Undangi RIi No.i 8i Tahuni 1999i 

Tentangi Perlindungani Konsumeni dani 

lain-i lain. 

1. Jenisi dani Sumberi Data 

Jenisi datai yangi digunakani dalami 

penelitiani inii adalahi datai primer,i datai 

sekunderi dani datai tersier.i Sumberi datai 

merupakani tempati dimanai dani 

darimanai datai penelitii dapati diperoleh.i 

Sumberi datai yangi digunakani dalami 

penelitiani inii adalah:i  

a. Bahani hukumi primer 

Bermacami dokumeni peraturani 

perundang-i undangani yangi tertulisi 

yangi mengendalikani menimpai 

peraturani yangi berhubungani dengani 

keperdataani dii Indonesiai dimanai terdirii 

dari:i KUHPerdata,i Undang-i Undangi RIi 

No.i 12i Tahuni 2002i Tentangi Haki 

Cipta,i Undang-i Undangi RIi No.i 15i 

Tahuni 2001i Tentangi Merek,i Undang-i 

Undangi RIi No.i 36i Tahuni 1999i 

Tentangi Telekomunikasi,i Undang-i 

Undangi RIi No.i 8i Tahuni 1999i 

Tentangi Perlindungani Konsumen. 

a. Bahani hukumi sekunder 

Bahan-bahani yangi mempunyaii 

ikatani dengani bahani hukumi primeri 

sertai bisai digunakani buati menganalisisi 

sertai menguasaii bahani hukumi primeri 

yangi terdapat.i Bahani hukumi sekunderi 

merupakani bahani hukumi yangi 

diperbolehi darii data-datai yangi sudahi 

adai meliputii sepertii hasili penelitian,i 

ataui pendapati pakari hukum,i jurnal.i 

Semuai dokumeni yangi menjadii sumberi 

informasii mengenaii perjanjiani juali belii 

melaluii interneti dii Indonesiai semacami 

hasil-i hasili seminar. 

b. Bahani hukumi tersier 

Bahani informasii tersieri 

merupakani bahani yangi membagikani 

petunjuki ataupuni uraiani terhadapi 

bahani hukumi primeri sertai bahani 

hukumi sekunder,i bahani hukumi tersieri 

mencakupi kamus 

2. Metodei pengumpulani data 

Bahani hukumi primeri dani bahani 

hukumi sekunderi dikumpulkani dengani 

melakukani studii kepustakaani maupuni 

yangi lebihi dikenali dengani studii 

kepustakaan.i Studii kepustakaani dicobai 

dengani tatai carai mengumpulkani datai 

yangi terdapati dalami buku-i noveli 

literatur,i peraturani perundang-i 

undangan,i mediai sosial,i interneti sertai 

sumber-i sumberi yangi laini yangi terpauti 

dengani permasalahani yangi dibahasi 

dalami skripsii ini. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keabsahan Jual Beli Melalui Internet 

Menurut Hukum Perjanjian 

A. Penafsiran Universal Tentang 

Perjanjian 

Perjanjian ataupun Verbintenis 

memiliki penafsiran sesuatu ikatan Hukum 

kekayaan/harta barang antara 2 orang 

ataupun lebih, yang berikan kekuatan hak 
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pada satu pihak buat mendapatkan prestasi 

serta sekalian mengharuskan pada pihak 

lain buat menunaikan prestasi. 

Bagi Pasal 1339 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata,“ sesuatu 

perjanjian tidak cuma mengikat buat hal- 

hal yang dengan tegas dinyatakan dalam 

perjanjian, namun pula buat seluruh suatu 

yang bagi watak perjanjian diwajibkan( 

diharuskan) oleh kepatutan, Kerutinan 

serta undang- undang”.  

B. Asas- Asas Hukum Perjanjian 

1. Asas Kebebasan Berkontrak( freedom 

of contract) 

2. Asas Konsensualisme(concensualism) 

3. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt 

servanda) 

4. Asas Itikad Baik( good faith) 

5. Asas karakter (personality) 

 

C. Dasar-Dasar Hukum Perlindungan 

Proteksi konsumen merupakan suatu 

topik yang sangat berarti untuk warga, 

yang notabene tidak sempat lepas dari 

aktivitas mengkonsumsi. Mewujudkan 

proteksi konsumen merupakan 

mewujudkan ikatan bermacam ukuran 

yang satu sama lain mempunyai 

keterkaitan serta ketergantungan antara 

konsumen, pengusaha serta pemerintah. 

Undang- undang RI Nomor. 8 Tahun 

1999 tentang“ Proteksi Konsumen” ialah 

bawah hukum utama untuk proteksi 

konsumen di Indonesia. Disamping UU 

Proteksi Konsumen, masih ada beberapa 

fitur hukum lain yang pula membagikan 

proteksi keamaan, keselamatan ataupun 

kesehatan konsumen. 

D. Keabsahan Perjanjian Melalui 

Internet 

Padai prinsipnya,i untuki KUHi 

Perdata,i suatui perjanjiani ialahi bebas,i 

tidaki terikati padai suatui bentuki 

tertentu.i Dalami KUHi Perdatai 

ditentukani jikai suatui persetujuani ialahi 

suatui perbuatani dengani manai suatui 

orangi maupuni lebihi mengikatkani 

dirinyai terhadapi satui orangi laini 

maupuni lebih,i sebagaimanai diaturi 

dalami Pasali 1313i KUHi Perdata.i Buati 

sahnyai suatui kontraki sampaii harusi 

dilihati kepadai syarat-i ketentuani yangi 

diaturi dii dalami Pasali 1320i KUHi 

Perdatai yangi membenarkani jikai syarati 

sahnyai suatui perjanjian. 

Pengirimani kuitansii pembayarani 

lewati kuriri kei alamati ataupuni posisii 

konsumen.i Secarai universal,i sesuatui 

transaksii perdagangani selayaknyai bisai 

menjamin: 

1. Kerahasiaani (confidentiality)i  

2. Keutuhani (integrity)i  

3. Keabsahani maupuni keotentikan(i 

authenticity),i meliputi: 

a. Keabsahani pihak-i pihaki yangi 

melakukani transaksi. 

b. Keabsahani datai transaksi 

c. Dapati dijadikani kenyataan/i 

tidaki dapati disangkal(i non-i 

repudation)i  

 

E. Tanggung Jawab Para Pihak dalam 

Jual Beli lewat Internet 

              Penjuali pulai bertanggungjawabi atasi pengirimani produki maupuni jasai yangi telahi dibelii olehi seorangi konsumeni sesuaii dengani jangkai waktui yangi sudahi disepakatii bersama.i Dengani demikian,i transaksii juali belii termaksudi tidaki 

memunculkani kerugiani buati siapapuni 

yangi membelinya.i Disisii lain,i 

seseorangi penjuali ataupuni pelakoni 

usahai mempunyaii haki buati 

memperolehi pembayarani daarii pembeli/i 

konsumeni atasi hargai bendai yangi 

dijualnyai sertai pulai berhaki buati 

mendpatkani proteksii atasi aksii pembeli/i 

konsumeni yangi beritikadi tidaki baiki 

dalami melakukani transaksii juali belii 

elektroniki ini.i Jadi,i pembelii 

berkewajibani buati membayari sebagiani 

hargai atasi produki ataupuni jasai yangi 

sudahi dipesannyai padai penjuali tersebut. 

Aspek Hukum Tentang Transaksi Jual 
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Beli Barang Melalui Internet Dan 

Perlindungan Konsumen 

A. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli 

Barang Melalui Internet 

Pada dasarnya transaksi jual beli 

telah diatur dalam buku III KUH Perdata, 

antara lain sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 1457 KUH Perdata, kalau:“ Jual- 

beli merupakan sesuatu perjanjian, dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

buat menyerahkan sesuatu kebendaan, 

serta pihak yang lain buat membayar harga 

yang telah dijanjikan.” Bersumber pada 

bunyi pasal diatas, jual beli ialah konvensi 

antara 2 pihak yang mengikatkan dirinya 

buat setuju melaksanakan transaksi 

pertukaran benda serta duit. Jual beli bisa 

dicoba dengan 2 metode, ialah secara biasa 

ataupun konvensional yang umum dicoba 

secara manual dengan terdapatnya 

pertukaran benda serta duit secara 

langsung, dan jual beli benda bisa dicoba 

secara elektronik semacam yang dicoba 

lewat media internet, serta umum diucap e- 

commerce. 

B. Hak Dan Kewajiban Konsumen 

Serta Pelaku Usaha 

Hak serta kewajiban ialah aspek 

hukum yang mencuat dari terdapatnya 

ikatan hukum dalam sesuatu transaksi. 

Cocok dengan Pasal 1457 KUH Perdata, 

jika:“ Jual- beli ialah suatu perjanjian, 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya buat menyerahkan suatu 

kebendaan, dan pihak yang lain buat 

membayar harga yang sudah dijanjikan.” 

 

C. Proteksi Konsumen Dalam 

Transaksi Jual Beli Benda 

Bersumber pada Ketentuan- 

ketentuan Undang- Undang 

Proteksi Konsumen 

Dalami transaksii juali belii bendai 

lewati interneti ataupuni e-i commerce,i 

konsumeni mempunyaii resikoi yangi 

lebihi besari daripadai penjualnya.i 

Dengani katai lain,i hak-i haki konsumeni 

dalami e-i commercei sangati rentani 

sekalii dengani kerugiani yangi sangati 

besari dii pihaki konsumen.i Olehi sebabi 

itu,i sangati dibutuhkani sekalii sesuatui 

undang-i undangi yangi bisai melindungii 

pihaki konsumeni dalami suatui transaksii 

juali belii barangi melaluii internet. 

Padai dasarnyai instrumeni 

perlindungani hukumi konsumeni suatui 

transaksii perdagangani diwujudkani 

dalami 2i bentuki pengaturan,i yakni: 

1. Perlindungani hukumi melaluii suatui 

bentuki perundang-i undangani 

tertentu(i undang-i undang,i peraturani 

pemerintahi dani sebagainya)i yangi 

sifatnyai umumi buati masing-i 

masingi orangi yangi melakukani 

transaksi,i dan 

2. Perlindungani hukumi bersumberi 

padai perjanjiani yangi istimewai 

dibuati olehi parai pihak,i dalami 

bentuki substansi/i isii perjanjiani 

antarai konsumeni dani produsen,i 

semacami ketentuani tentangi gantii 

rugi,i jangkai waktui pengajuani 

klaim,i penyelesaiani sengketa,i dani 

sebagainya. 

Upaya Hukum Untuk Konsumen Yang 

Dirugikan Dalam Transaksi Elektronik 

A. Bentuk Kerugian Konsumen dalam 

Transaksii Elektronik 

Kerugiani konsumeni yangi dideritai 

berbentuk: 

1.i Wanprestasi 

Transaksii e-i commercei ialahi 

perjanjiani juali belii sebagaimanai yangi 

diartikani olehi Kitabi Undang-i undangi 

Hukumi Perdatai Indonesia.i Sebabi ialahi 

sesuatui perjanjiani hinggai melahirkani 

pulai apai yangi diucapi selakui prestasi,i 
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ialahi kewajibani sesuatui pihaki buati 

melakukani hal-i Mengenaii yangi 

terdapati dalami sesuatui perjanjian.i 

Terdapatnyai prestasii membolehkani 

terbentuknyai Wanprestasii ataupuni tidaki 

dilaksanakannyai prestasii ataupuni 

kewajibani sebagaimanai mestinyai yangi 

dibebankani olehi kontraki kepadai parai 

pihak.i Wanprestasii yangi dicobai olehi 

pihaki penjuali ialahi kerugiani buati 

pihaki konsumen.i Bentuk-i bentuki darii 

padai wanprestasii yangi dicobai olehi 

pelakoni usahai inii antarai lain. 

 

B. Upaya Hukum Dalam Mengenai 

Transaksi E- commerce Bersifat 

Internasional 

Untuki pasali 18i ayat(i 2)i UUi ITEi 

parai pihaki berwenangi buati 

membetulkani hukumi yangi berlakui buati 

transaksii e-i commercei yangi 

dikerjakannya,i hinggai dalami Menimpai 

inii parai pihaki hendaknyai membetulkani 

hukumi manai yangi berlakui apai apabilai 

terjalini sengketai dii sehabisi itui hari(i 

choicei ofi law).i Dalami membetulkani 

opsii hukum,i terdapati batasi batasi sertai 

prinsip-i prinsipi yangi wajibi dicermatii 

ialahi selakui berikut: 

1. Partijautonomie 

2. Bonafide 

3. Reali Connection 

4. Larangani Penyelundupani Hukum 

5. Kedisiplinani Umum 

Tidaki cumai parai pihaki bisai 

membetulkani hukumi yangi berlaku,i 

parai pihaki pulai bisai secarai langsungi 

menunjuki forumi majelisi hukum,i 

arbitrase,i sertai lembagai penyelesaiani 

sengketai yangi laini yangi berwenangi 

buati menuntaskani sengketai diantarai 

mereka. 

 

C. Upaya Hukum Bagi Transaksi E-

Commerce Yang Terjadi Di 

Indonesia 

1. Noni Litigasi 

Penyelesaiani sengketai konsumeni 

lewati jalani noni litigasii digunakani buati 

menanggulangii keberlikuani prosesi 

majelisi hukum,i dalami Pasali 45i ayati 4i 

UUPKi disebutkani bilai apabilai sudahi 

diseleksii upayai penyelesaiani sergketai 

konsumeni dii luari majelisi hukum,i 

gugatani lewati majelisi hukumi cumai 

bisai ditempuhi apabilai upayai itui 

dinyatakani tidaki suksesi olehi salahi satui 

pihaki ataupuni olehi parai pihaki yangi 

bersengketa.i Penyelesaiani sengketai 

lewati jalani noni litigasii bisai ditempuhi 

lewati Lembagai Swadayai Warga(i 

YLKI),i Direktorati Proteksii Konsumeni 

Disperindag.i Tubuhi Penyelesaiani 

Sengketai Konsumen(i BPSK)i sertai 

pelakoni usahai sendiri.i Tiap-i masing-i 

masingi tubuhi inii mempunyaii 

pendekatani yangi berbeda-i bedai dalami 

menuntaskani kasusi yangi terdapat. 

2. Litigasi 

Dasari hukumi buati mengajukani 

gugatani dii majelisi hukumi terdapati 

dalami Pasali 38i ayati 1i UUi ITEi sertai 

Pasali 45i ayati Ii UUPK.i Dalami Pasali 

38i ayati 1i UUi ITEi disebutkani bilai 

Masing-i masingi orangi bisai 

mengajukani gugatani terhadapi pihaki 

yangi menyelenggarakani Sistemi 

Elektroniki ataupuni menggunakani 

Teknologii Datai yangi memunculkani 

kerugian.i Sebaliknyai dalami Pasali 45i 

ayati 1i UUPKi disebutkani bilai Masing-i 

masingi konsumeni yangi dirugikani 

dapati menggugati pelakoni usahai lewati 

lembagai yangi bertugasi menuntaskani 

sengketai antarai konsumeni sertai 

pelakoni usahai ataupuni lewati peradilani 

yangi terletaki dii Zonai peradilani 

universal.i  



 

93 

 
JURNAL DIKTUM, Vol. 1, No. 1, (2022)  Desember : 86  -  94 

 

 

5. SIMPULAN  

1. Keabsahan jual beli melalui 

internet untuk hukum Perjanjian/ 

kontrak ialah sumber perikatan 

yang sangat utama. Dari apa yang 

diterangkan di sana bisa kita amati 

bila perikatan yakni sesuatu 

penafsiran abstrak, sebaliknya 

perjanjian yakni sesuatu Menimpa 

yang konkrit ataupun sesuatu 

peristiwa. Perikatan yang lahir dari 

perjanjian memanglah dikehendaki 

oleh 2 orang ataupun 2 pihak yang 

membuat sesuatu perjanjian 

sehingga perjanjian yang mereka 

buat ialah undang- undang buat 

mereka buat dilaksanakannya.  

2. Dalam aspek hukum tentang 

transaksi jual beli benda lewat 

internet serta proteksi konsumen 

terdapat sebagian aksi hukum yang 

bisa dicoba korban selaku 

konsumen dalam transaksi 

elektronik( e- commerce) ini, 

antara lain secara perdata ialah 

dengan mengacu pada perbuatan 

melawan hukum yang terdapat 

dalam pasal 1365 KUI Perdata 

dimana pelakon telah memenuhi 

unsur- faktor yang tercantum 

didalam pasal tersebut, dan yang 

kedua secara pidana dengan 

mengacu pada pasal 8- 10 Undang- 

Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

dimana pelakon telah melanggar isi 

pasal tersebut. 

3. Upaya hukum yang bisa dicoba 

konsumen yang dirugikan terpaut 

dengan transaksi jual beli lewat 

internet merupakan mengajukan 

gugatan ke majelis hukum. Perihal 

tersebut semacam yang dicantum 

dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK di 

sebutkan jika“ Masing- masing 

Konsumen yang dirugikan bisa 

menggugat pelakon usaha melalui 

lembaga yang bertugas 

menuntaskan sengketa antara 

konsumen dan pelakon usaha 

maupun melalui peradilan yang 

terletak di zona Peradilan umum”, 

Apabila transaksi elektronik 

tersebut bersifat internasional 

sampai ketentuan yang berlaku 

ialah semacam yang termaksut 

dalam Pasal 18 ayat 3 hukum yang 

berlaku buat para pihak 

didetetapkan bersumber pada pada 

asas Hukum Perdata Internasional( 

HPI). 

Saran 

1. Biar para pihak yang hendak 

membuat ataupun mengadakan 

sesuatu perjanjian/ kontrak 

hendaklah terlebih dulu 

menguasai serta paham 

menimpa dasar- dasar sesuatu 

perjanjian, terlebih lagi 

menimpa asas- asas yang 

berlaku dalam berkontrak 

disaat dikala saat sebelum 

menandatangani perjanjian/ 

kontrak tersebut sehingga bisa 

terhindari hal- Mengenai yang 

tidak di mau serta 

terlaksananya tujuan 

melaksanakan kontrak. Sangat 

dianjurkan pula buat para pihak 

minimun membaca serta paham 

hendak kontrak yang hendak 

ditandatanganinya sehingga 

jelas hendak hak serta 

kewajiban kedua belah pihak 

ybang mengikatkan dirinya 

dalam berkontrak. Biasanya 

Menimpa ini diperuntukan 
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kepada pihak tertentu yang 

mempunyai tawar( bargaining 

position) yang lemah.  

2. Buat lebih mengoptimalkan 

kedudukan media intenet dalam 

dunia perdagangan/ bisnis( e- 

commerce) tanpa mengabaikan 

perlunya konsumen diberikan 

proteksi yang mencukupi, 

hingga butuh dibangun 

peraturan perundang- undangan 

yang mengendalikan secara 

istimewa menimpa proteksi 

konsumen dalam transaksi 

elektronik( e- commerce), oleh 

pemerintah sebab 

perkembangan e- commerce 

hendak sangat tergantung 

hpada kecukupan peraturan 

yang terdapat dalam 

mengendalikan seluruh aspek 

yang berkaitan dengan 

transaksi tersebut. Sehabis itu 

syarat yang hendak terbuat 

tersebut bertabiat istimewa( 

mengendalikan permasalahan 

proteksi konsumen dalam e- 

commerce secara tertentu) serta 

bertabiat universal, maksudnya 

bersama- sama dengan proteksi 

konsumen di bidang lain.  

3. Pemerintah harus lebih 

melakukan sosialisasi 

mengenai lembaga 

Penyelesaian Sengketa 

Konsumen, sehingga para 

konsumen dapat mengerti 

bagaimana upaya dan kemana 

tempat penyelesaian sengketa 

konsumen, apabila ada hak-hak 

konsumen yang dirugikan. 
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